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I. PENDAHURUAN.

Tanah merupakan unsur yang sangat penting bagl kehi -
dupan manusia. Bahkan dapat dikatakan sesuatu yang sangat n-

mendasar dalam kehidupan itu sendiri. Manusia berpijak di

atas tanah, matipun tanahlah yang akan menyélimutinya.

Bagl bangsa Indonesia tanah adalah perkara hidup dan
~matinya, Dilihat éebagai warisan nenek mquﬁg‘yang disakral -
Kan, sebaga;aanugerah dari 1uhan Yang:MahaFPemcipLa yang ha-
rus dipelihara sebaik-baiknya. Hal itu‘jugﬁJyang membuat - =
bangsa Indonesia terus berjuang mengusir ﬁemjajah yang mengu
asal tanahnya. Pemerintahpun menger ti betapﬁ{pentiﬁgnya ta~-
nah sehingga telab mengaturnya daleam poruhdang-undangan.

Saat berlalunya UUPA, UU No. 5 tahun 1960, tan,gal i
September 1960 telah torjadi unifikasi hukum terhadap tanah
di indonesia. rembawa akibat tidak berlakunya lagi ketentuan

hukum tanah yang bersifat dualisme, yaitu hukum Lanah berda- -

- sar pada hukum Adat dan hulkum tanah Perdata Barat di Lain‘pi
hais, ‘ |

Sebelum UUPA, pengertian .jua].-—beli tanah didasarkamjl-

kepada dudrketentuan hukum, yaltu pengertian jual-beli menu-
~rut Hukum Perdata Barat dan pemgertian jual-beli menurut hu-
kum Adat. Menurut pasal 5 UUPA, hukum Adat adalah sebagai -
sumber utama bagi pembangunanHukum Pertanahan Naslonal, 56

hingra pengertian jual-beli tanah sekarang inl adalah  harus.

pula diartikan sebagal perbuatan hukum penyerahan hak milik

dari penjual kepada peﬁbeli, pada saat itu juga pembeli ﬂmﬂrn'

‘nyerahkan harganya kepada penjual (Hukum Adat).

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modercn yang ter-
buka, lembaga jual-beli tanah mengalami modernisasi dan pe-

nyesuaian, tanpa mengubah haklkatnya sebagal perbuatan hukum

 pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya secara
tunai, serta sifat dan cirinya sebagal perbuatan yang  riil

1



-~

dan teramg. Jual beli tanah menurut PP 10/l96l harus dibukti
kan dengan suatu blgta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembu .
at Akta Tanah (PPAT). Suatu perubahan yang bertujuan  untuk |
meningkatikan mutuialat bukti perbuatan hukﬁﬁ'fang dilakukan, |
yang wenuru®’ hukum Adatnya masyaragat yamv Lorbatao' lingkup
personal dan torltor1alnya, cukup dlbuatkanlaktanya _ oieh
penjual SPHdWPl ddn diketahui oleh Kepala: Deud / Adat.. Peru-
bahan tata Cdfa ini bugan meniadakan kctuntuan Hukum Adat -
yang mengatur segl materiil lembaga jual- bell tanahfl),
Dengan berlakunya PP 10/196l tentang Pendaftaran Ta -

nah,»pada pasal 19 didapatkan suatu perubdhan tentang siapa

yang harus membuat akta jual-beli tanah. |

IT. PRRMASALAFAN.

Ketentuan pasal 19 berisi bahwa : Setiap pOPJdnJlan -
yang bermaksud kemindahkan hak atas tanah, memberikan sesua-
tu hak baru atas tanah, menggadalkan tanah atau memanam u-
ang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dikukuh -
kan dengan akte yang dibuat oleh dan dihadapan pojabat yang
dltunjuk oleh Menteri Agraria/sekarang Mendagri yaitu PPAT.

Dari isi pasal 19 tersebut di atas dapat diangkat per
masalahan : Apa fungsi akta jual-beli tanah yang dibuat oleh
PPAT ?

III. PWMBAHAbAN
A. PRJABAT PUMBUAT AKTA TANAH ( PPAT ).

Pelaksanaan pemindahan hékfatas tanah harus dlibuat de
ngan alkte yang dibuat oleh dan dihadapan PPAL.(Isi Pasal 19-.
PP ID/1961) |

PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta- -akta |

perjanjlan yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah,

L). Prof.Boedi Harsono,SH., Hukum Agraria lndonesia, J&Lid*é_mﬂmﬁuh
Penerbit Djambatan, 1994, hal. 173, , -



memberikan sesuatu hal baru atas tanah, menggndaikan tanah <.:v.

dengan halt atas .tanah debagal tanggungan. Yémg dapat diang. =
kat scbagal rPAT diatur dalam reraturan Menteri Agraria (PMA
No. 10 tahun 1961, yang kemudian diubah dengsn Keputusan Men

teri Dalam Negeri No.SK.19/DDA/1971 tentang Pembentukan Pani

Lla Ujlan Pg] bdt Pembuat Akta Tanah, quab'-

a. Notaris;

b. Wakil Notqus

c. Bekas pegawal tcknls Dirjen Agraria sekarang (BPN) yang
oleh fanltlaldlahgﬁap cukup mempunyal pengetahuan: yang -
b@rhubunganfdemgan peraturan pendaftaran tanah dan perso-
alan peralihak hak atas tanah;

d. Sarjanha hukum bekas pegawal negeri;

e. Bekas pegawal pamong prajayang pernah menjabat sebagal re

jabat Pembuat Akta Tanah waktu tugas sebagai camat.
Mereka yang oleh panitia dinyatakan lulus uJian dapat
~diangkat sebagai rPAT oleh Mendagri cq. BPN,

Mengenal tugas seorang PPAT jelas tercantum dalam PMA -

No. 10 tahun 1961 Lentang penujukan pejabat yang dimaksudkan
dalam pasal 19 PP No.lO iahun 1yol, pasal 1 berbunyi : Untuk
Letiap Kecamatan atau daerah yvang disamakan dengan itu (se -

lanjuthya dalam peraturan ini disebut hkecamatan), diangkat

seorang pejabat yang bertugas membuat akta perjanjian yang

dimaksudkan dalam pasal 19 PP 10 tahun 1961 tentang Pendaf -
taran Tanah (selanjutnya dalam peraturan ini disebut, pejabat,

Tugas PPAT : - : N
1. Membuat akt-¥tanah yang diatur dalam pasal 19 P Ho. 10 ta
hun 1961 antara lain
a. Akta pemlndahan nak atas tanah mellputl
- jual-bell tanah '
-~ hibah
- tukar menukar tanah ' . N
b. Akta pembebanan hak tanggungan yaitu :.
- hipotik S
-~ Crediet Verband (CV)

{

Setelah berlakunya UUHT diganti dengah akta hak Tang -

gungait

)
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C. AKta‘gadai tanah.
de Akta pemberlan hak baru atas tanah. : _
Di. dalam praktek PPAT hanya membuat akta pﬂmlndahan -hak.l
atas tanah dan akta pembebanan hak tanggungan. Untuk‘ ga-
dal tanah umumnya dilaksanakan secara 1esan sedanékaﬁ pen |
berian hak baru atas tanah belum ada peraturan pelakoanaw
annya, sechingga PFPAT belum bhisa, melanSananannya. ‘ :
2+ UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. PPAT membuat ak
ta Fidusia. Sebelumnya dibuat oleh Notarls, akan tetapi -
setelah keluarnya UUHT lembaga Fidusia atas tanah dlhapus':
diganti demgan lembaga hak tamggungan. :
3+ Memberi nasihat pada kliennya yang akan mnlaksamakan per-fi
buatan hukum agar aktanya tidak melamggar hukum. '
rada dasarnya daerah kerja PPAT ialah wilayah?heéama—fl
tan. Akam tetapi dalam hal-hal tertentu seoramg rPAT dapat -
diberi daerah kerja lebih dari satu kecamatan. Demikian juga
dapat diangkat lebih dari satu PPAT untuk satu Kecamatan.. |
Seorans PPAT hanya berwenang membuat akta memgenai
tanah—tanah yang terletak dalam daerah kerjanya. Dalam ‘ hal§ 
tertentu dongdh ijin Kepala BPN, seorang PPAT dapat membuatﬁ‘
akta mengenaLfthah vang tidak terletak dalam daerah kerja—f‘
nya, misal dalaim hal vembebanan Hak Tanggungan atau beberapaS
bidang tanah yéng letaknya diberbagal kecamatan., | '
Camal karena jabatannya diangkat sebagai [PAT, Selama_
untuk suatu kecamatan belum diangkat seorang,PPAT,_maka Ca-
mat karena jabafannYa'menjadi rPAT - sementara. Hal itu‘béru
laku juga Jjika PPAT yang diangkat mompunyal ddufah kerJa yamg
- meliputl lebih darl satu kecamatan. i :
Jika®untuk kecamatan itu telah dlangkat seorang . PPAT
maka Camat yanhg bereangkutan tetap menjadi rPAT somentara,-
Bahpaiuwila berhcnti menjadi Camat dari hecamatan tcrsebut
' Dan pcnggantinya tidak lagi menjabat PPAT.3¢

2). Efendi Perangin, SH. Hukum Agraria di Indoncsia. Suatu te-
laah dari sudut Praktisi Hukum, CV Rajawali, 1986, hal.i.



B.

FUNGSI AKTA JUAL ~ BELL TANAH YANG DIBUAT OLEH PPAT.
Apakah akibat hukumnya jika Jjual- beli tanah tidak di

lakukan di hadapan PPAT sepertl dirumuskmn oleh pasal 19 PP

No.

Ay

L0 tahun 1961 2 ! :
Dalam hal ini ada pemdapat—pendapat yang berbeda ';}

Ada yang berpendapat bahwa pasal 19 yang mengharuskam ju.

al-bell tanah dibuktikan dengan alkta PPAT itu, pada hake
katnya memuat juga keharusan bahwa jual-beli itw dilaku-
kan dihadapan pejabat tersebut. Atas dasar pertimbangan

tersebut, maka perbuatan yang tidak dilakukan dimuka PP-
AT bukanlah jual-beli yang mengakibatkan beralihnya hal
atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli. Dalam hubu-
ngan ink ﬁuka pasal 43 yang berfungsi sebagal sanksi das
ri pada kotentuan pasa 19 itu, harus dianggap sebagal pe |

tun juk bahwa ketentuan tersebut merupakan peraturan’ yang
diadakan dari ketertiban umum.(openbareorde), yang.kalau
dilanggar membawa akibat bahwa perbuatan yang =~ diadakan
tidak akan menimbulkan akibat hukum'yang_dikehendaki é—
leh pihak-pihalk yang bersanghkutan, tegasnya tidak ~ akan
mel ahirkan Jual beli. Paling jauh baru meanbulkan per-

Janjian gkan Jual-bell, yang perlu dlikutm jual- beli -

yang sebendrnya yang harus dllakukan dxmuka PPAT. _
Pendapat lain,' bahwa pasal. 19 1tu dladakan dal e rangka
acara pemdafﬁaran pemindahan hak atas tanah, yang bertu-
juan memberikan alat pembuktian yang kuéﬁ_kepada‘pembeli
unituk dapat mendaftar atau mencatat peralihan sesuatu -
hak atas tanah oleh pendaftaran yanp dlperlukan buk ti -

bahwa memang, benar telah dilakukan Jual- bell. Menurut pa
sal 19 bukti itu harus berupa akta yang dibuat oleh PPAT

‘Dengan scnulrlnya PPAT hanya akan. mombuut akta jual-belt

nya 31l akuk an dihadapannya. Tetapl blarpun demikian hal

dtu tidak borarti bahwa jika tidak dilakukan dlhadapan_
PPAT suatwe Jjual-beli tanah yang memenuhl,syarat materiil’

3). Boedi Harsono, SH. UUPA,Sejarah Penyusunan, Isi dan Pe~

laksanaannya, Jilid. II hagian. L hal 167-168.



(balk mengenal penjual, pembeli maupun tanahnya) menjadi
tidak sah, artinya bukan perbuatan hikum yang mengakibat
lkan beralihnya hak atas tanah yang bersanghkutan kepada
pihak yang telah membayar harganya. Pasal 19 tidak meneﬁ_
“tukan demikian, dan andaikata ada ketentuan demikian, mg
sih pula diragukan apakah akan mempunyai‘kekuatan hukuﬁ

karena hal ituw harus dlatur dengan UU, Pasal 43 danqq ,4:

© pun tldak memuat ketentuan bahwa jika terJadl pelanggar—
an yang dlmaksudkan, jual-bell menjadl tidak sah. PaSalw:
pasal tersebut diadakan dengan tujuan agar mereka  yang
bersangkutan menolak untuk berbuat demikihn, dengan.harg

pan supaya semua jual-beli dhlakukan disepan PPAT. rAt&sl

dasar pertimbangan itulah maka biarpun tidak dilakukan -~
dimuka PPAT (dan dengan demikian tidak. dlbuath@htdnya 0~
leh PPAT) akan: tetapi kalau syarat yang beralfat materis

il dlp@nuhl, Jual bell adalah sah artlnya mengaklbatkam
beralihnya halki yang bersangkutan kepada pembcll. : ;
 Pasal 19 ‘PP 16/1961 diadakan dal am rangka acara pen-
daftaran pemlndahan hak atas tanah, yang bertujuan untuk

memberikan alat pembuktian yang kuat kepada pembeli. Karena 

untuk dapat mendaf tar atau mencatat peralihan sesuatu hak -

atas tanah oleh’Kepala Kantor Pertanahan diporlukan' suatu'

buk ti bahwa memang benar telah dilakukan jual-belil. Menurut
pasal 19 bukti ditu harus berupa akta yang dlbuat oleh PPAT.
Sedangkan pasal 4% dan 44 memuat sanksi dari pada ke

: tentuan pasal 19 tersebut, tidak memuat ketentuan bahwa 31*‘ a

-~ ka terjadi pelanggaran yang dimaksud," jual- beli menjadi tlﬂ
dak sah. Pasal-pasal tersebut diadakan dengan tujuan ayar
‘mereka yang bersangkutan menolak untuk melaksanakan jual -

bell dengan harapan supaya semua jual-beli dilakukan dlhuda_

pan PPAT. ‘
Atas dasar pertimbangan ini, maka Rlarpun tidak dlla

kukan dihadapan PPAT (tidak dibuatnya akta oleh PPAT) kamabi o
syarat materiil dipemuhi, jual-beli adalah sah, artinya B

mengakibatkan beralihnya hak kepada pemboli.




Kesuli tan yang timbul bagi pembeli apablla Jual bOll
yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT adalah .4)

1. Fembbkl_nunghln akan mengalami kesukaran untuk membuk ti-
kan haknya atas tanah yang telah dibelihy,{l. ‘ ‘

2. 'lanpa adanya alkta rPAT, tidaklah mungkin;untukf memper-
oleh ijin, pemindahan hak dari instansi.ﬁgraria,yang ber
wenang., ; “-

3. kepala Kahtor Pendaftaran Tanahpun menolak untuk melaku—
kan pencatatan peralihan haknya. ; ' . '

Hagalmana kalau meminta elgendom uiluymln / milik -
uitwyzing yaitu momlnta kepada Pengadilan agar jual-beli ta
nah dinyatakan séh menurut hukum dan dinyatakan pula la se-
bagal pemilik yang sah dari tanah yang dibelinya itu ?

Hukum Apraria kita sekarang tidak mengenal  lembaga
' tdrspbut di atas. Dimana di luar sengketa tidak lagi dapat
dimints di Pengadilan agar yang berudn&hutan dinyatakan se-
bagal pemilik dari euatu bidang tanah 5) o
_Namun:apablla terjadi sebgketa diantara para_pihak, vang
bersangkutan dapat meminta Pengadilan‘agar-jualubeLi tanah
tersebut dinyat&kan sah menurut hukum dan sebab itu ia di-~
nyatakan sebagal pemilik tanah yamng bersangkutan.

Dapatlkah ia denpgan kepuwtusan itu datang kopadaqupa~
la Kantor Pendaftaran Tanah untuk meminta agar diselenggarg
kan pencatatan peralihan haknya ? _

Dalam hal ini, menurut Pengadilan jual-belinya telah
‘torJadL, yang berarti bahwa haknya sudah beralih kepada pem

beli. Mengingat bahwa fungsi’ akta PPAT adalah un tuk membuk-
tikan bahwa benar telah tergadl jual-beldi tanah yang dise~-
butkan di dalamnya, sedang jual-bell dalam kasus ini telah
terbukti dalam keputusanlpengadilaﬁ, maka tidak ada keberag
an bagl Kepala KPT unthk menyelenggarakan pencatatan pera -

§). Efendl Perangin, 5H. Loc. cit. hal. 29.

5)e Achmad Chulaemi, SH. Hukum Agraria. rerkembangan, Macam—
macam mak atas tanah dan remimdahannya, FH UNDIF, 1996,
} hal 'Y 12L|-.. :

?.



lihan haknya kepada pembelm .
: Keglatan Pendaftaran Tanah bertuguam.untuk Jmenjamim
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Kewajiban men
daftar di hantor Pertanahan adalah agar pembeli monaapat.d—
lat bukti yang kuat sebagal pemilik tanah yamg baru, yaiﬁu
sertifikat atas namanya.
duah—bcll tanah yang dllakukan dihadapan PPAT menu—
rut ¥P 10/1961 diwajibkan untuk dilanjutkan dengan pendaf -

taran di Kantor Pertanahan umtuk mendapatkan sertifikat~n

sebagal alat bukti yang kuat. Sehingga Kantor P@rtanahén
hanya dapat melayani pencatatan peralihan haknya apabila
disertal dengan akta jual-beli yang dibuat oleh FPAT,
Kesulitan praktis yang dihadapi dalam.menyelonggara—
kan pencatatan peralihan hak tersebut adalah, Jadl tanahnya

sudah dibukulan (s'wdah bersertifikat), tetapl sertifikat

itu tidak diserahkan kepada pembeli. . | ‘

Untuk menghindarl kesulitanftersebut maka sébéikn&é
pengadilan menyerahkan sertifikat hak tanahnya (ababila ter.
jadi sengketa tentang sah/tidaknya jual- beli menurut hukum)
yang tentunya merupakan salah satw bukti dalam perkara yang
bersangku tan kepada pembeli, sungguhpun masih tercatat atas
nama pemjual. Dalam hal jual-bell dllakukan dLhadapan PPAT
pemllik selaku pemjualpun waJjib menyerahkan sertifikatlhak—
nya kepada pembeli, _

Andalkata kepalla Kantor Pendaftaran Tanah berkebcrat

an untuk menerlmg suatu keputusan pengadmlam sebagal peng-
gantl akta PPAT, maka satu-satunya cara kemungkinan untuk -

apat dlselenpgarakannya pencatatan perallhan hale itu ada -
1ah dengan JaLam mengulangl jual-beldl terSeout di hadapam
PPAL. ‘ | -
Delam hak ini kesulitan laln yang dihadapl adalab;

jika penjual” tidak ada lagi atan tidak bersedia untuk mela-
kukan jual-beli, ulang..Dengan demikianm maka pembeli dan ah—
1i waris nya,. biarpun menurut hukum sudah menjadi pemillk
tanah yang bersangkutan, tidak akan mun@kin dapat mengal;he
kannya kepada pihak laln atau membebaninya demgan‘Hak'Tamg?
gungan, | | | L
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IV, PENU'TUP |

Darl uralan tersebut di atas, maka dapat diambil keﬂ~
ulmpulan sebagal berikut : Bahwa fungsi dari akta jual-beld
tanah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ada 3 (tiga) & -
li. Akta PPAT berfungsi sebagai "pembenar',, yaitu bahwa béa

nar telah terjadi pemindahan hak atas tanah dengan perbu
atan hukum jual-beli tanah antara penjual dan pembell.!

2. Hak atas tansh sudah berpindab dari penjual kepada pembe

‘11 secara Yuridls, setelah dibuatnya akta jual-beli. .h”

3. Akta PPAT diadakan gsebagal syarat un tuk: mel akukan ppndaf 
taran peralihan haknya di aantor rertanahan karena tan-'
pa akta dmri PPAT Kantor Pertanahan tldak akan - molayani.

1
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